A. Kesimpulan

BABIV

. PENUTUP

Dari hasil penélilian dan analisis yang telah dipaparkan di depan, maka

akan kita peroleh lléesi mpulan sebagai bertkut:
|

1. Bahwa vpelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Ponjong

!
|

Kabupaten GunLng Kidul masih dilakukan menurut adat dan kebiasaan

| - . .
setempat yang dilakukan dari generasi ke generasi.

2, a.

|
r

Para petani penggarap dan petani pemilik tidak paham atau mengetahui
s

mengenai| sifstem perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang No. 2

|
|
tahun 1960

Masih ku'aj?ya aturan adat setempat yang bersifat kekelvargaan.dan

rasa p::rc{aj:'a diantara kedua belah pihak,dan bagi mereka itu lebih

|

mudab d! g simple di bandingkan dengan Undang-undang yang bersifat
tertulis. ! |

Tidak adarlya sangsi bagi petani yang tidak mengikuti perjanjian bagi

|
|
hasil me_'m|1‘rut tata cara Undang-undang.

Banyakmzra aparat yang tidak paham atau mengenai perjanjian bagi
I

hasil sel’iiﬁga pelaksanaanya tidak berjalan dengan maksimal.

Kurang‘fl}"a dukungan dana yang cukup untuk program Pengenalan
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f. Kurangnya ke ;f'a sama antar apara yang ada kaitanya dengan perjanjian

Bagi hasil yaitu pihak Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul

dengan Apa}"a Desa Ponjong,

B. Saran-saran .l
1]
Dari apa yang diperolen berupa hasil penelitian, analisis,dan kesimpulan

yang didapat, rns;ka akan kita kemukakan beberapa saran-saran vyang

f

seperlunya dapat digllmakan sebagal bahan pertimbangan didalam pelaksanaan

perjanjian bagi setel%h berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 beserta

Peraturan Pelaksaﬁaﬁnya di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul,
|

saran-saranya adal I'ﬁ‘r sebagai berikut:

a. Agar pelaksan!aﬁth Undang-undang No, 2 Tahun 1960 beserta Peraturan

I
Pelaksanaanyal' dapat berjalan dengan episen maka harus ada penyuluhan

dan penerangélr'. yang diberikan kepada aparat desa sehingga mereka

|
mengerti tentémf kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 beserta’ Peraturan
Pelaksanaanyz'llx karena disini adalah peran aktip aparat desa yang dituntut
disebapkan IiinTreka langsung berhadapan dengan masyrakat desa
dilapangan va.rrlg berada diwilafah wewenangnya dengan mengertinya
aparat desa tl'lreniladap Undang-undang maka tugas yang diembanya akan
dapat bEIjE.lEJlll|
perjanjian ‘Jtlfll, "L'L hasil dilakukan menurut Undang-undang No. 2 Tahm

sesual dengan harapan pemerintah bahwa pelaksanaan

1969 beserta [Peraturan Pelaksanaanya. Namunhal tersebut harus juga

' |‘I

AL nenl Al e mnwlandindinn lhranndnenes daed hasha e

" nitro™"



kantor dinas p'ertaniaan karena dengan kesadaran dari berbagai pihak yang
|

ada hubung [ ya dengan perjanjian bagi hasil itu saligat berpengaru nanti
|
dalam pelaksanaan bagi hasil sesvai dengan Undang-undang apakah nanti

akan berjalan/lancer atau tidak

b, Dalam uphy a untuk meningkatkan prodﬁksi pangan dan pemerataan
hasilnya ya{lg adil, maka disini harus diberikan pemahaman kepada

I

masyrakat! tlla-ntang perjanjian bagi hasil dengan jalan usaha peningkatan

penyuluhzn |dan pembinaan secara berkelanjutan serta intensif kepada

masyrakat d dalam upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang

perjanjian’ fr|)agi hasil. Hal itu aken percuma jika tidak tidak dibarengi
|

dengan p|'-3ningkatan pengendalian dan pengawasan yang efektif serta

efisien dari| berbagai pihak yang terkait dalam usaha-usaha penertiban
I
pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 beserta Peraturan
| .

Pelaksanaanya.

|
¢. Dengan adanya peran dari berbagai pihak mulai dari masyrakat, aparat

desa sam|'p ;1ii dengan instansi yang ada hubunganya dengan perjanjian bagi

hasil aka;n 'l|cbih dirasakan peran serta tersebut dapat diwujutkan antara lain

dengan penyuluhan, pendataan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil

secara aktif dan teratur serta penentuan pelaksanaan Undang-undang

ters.ebutlE dlpat betjalan jika semuanyadapat bekerja sama sesuai dengan
fungsinya masing-masing.
|

d. Adanya: pemberiaan anggaran dana khusus untuk peningkatan kegiatan

|
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Pclaksanaanyla,
tersebut mak:a

mengalami har

<

=

dengan adanya dukungan dana khusus untuk program

epala kegiatan mengenai perjanjian bagi hasil nanti tidak

batan dikarenakan masalah dana karena dana disini adalah

factor pentin!g

d

alam berhasil atau tidaknya suatu kegiatan.

| . o .
. Adanya sangsw-sangs: yang diberikan yang tegas serta teguran bagi semua
pihak yang terkait yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang
|
ditentukan dalam Undang-undang No, 2 Tahun 1960 beserta Peraturan

Pelaksanaan‘ya
L

desa sampai instansi yang lebih atas yang ada lubunganya dengan bagi
|

tanpa harus pandang buluy mulai dari masyrakat desa, aparat

~ hasil.

|
Semuanya dirasakan akan percuma tanpa adanya dukungan secara utuh

dari demuaé
perjanjian l?'!ag'i hasil tanah pertanian sesuai Undang-undang No. 2 Tahun
1960 besert_la|
peraturan 3Ifar|1g lebih jelas lagi untuk menghadapi masalah ini, mulai
penertiban f!anllran yang ada dimasyrakat sampai sangsi-sangsi bagi yang

pi|hak memang diperlukan dukungan guna dapat terlaksanya

Peraturan Pelaksanaanya disini juga mungkin harus adanya

tidak memgil
|
. Yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat bahwa dengan

ti Undang-undang ini.

1 ’
mengikuti | Undang-undang No. 2 Tahun 1960 akan memberikan

keuntungan llaersama dikarenakan, semuanya sudah ada yang menjamin
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